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PENDAHULUAN

1.1Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan upaya untuk meningkatkan tisasumber
daya manusia dan diarahkan pada pembentukan mammladiidamkan
melalui proses pembelajaran, bimbingan dan pelatin@endidikan
diharapkan menghasilkan insan-insan yang mempuniggritas pribadi
yang utuh.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 3200
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab. |, Pgsalehyatakan bahwa

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana urgwkijodkan
suasana belajar dan proses pembelajaran agarges#iit secara aktif
mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki ke&oatspiritual
keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecandaakhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, madgarabangsa, dan
negara.

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas nusa
Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-dnd&istem

Pendidikan Nasional Tahun 2003 Pasal Il Bab Ilivireh

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampian
membentuk watak serta peradaban bangsa yang babaiadalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untulerlédngnya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang berimanbdataqgwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilcakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratita dgertanggung
jawab.



Pengelola pendidikan mempunyai beban yang sangat bamun
demikian, semua itu merupakan usaha yang sangaf,mméngemban
amanat untuk mewujudkan pembangunan pendidikammasiMengingat
pentingnya pengelolaan pendidikan yang profesigratherintah mencoba
dan menerapkan berbagai inovasi diantaranya megajelrerbasis
sekolah, yang dilaksanakan berdasarkan UU.No. 22174999. Inovasi
dituangkan dalam konsep otonomi daerah melalui peianr kewenangan
kepada daerah untuk merealisasikan program pembangesuai dengan

kebutuhan daerah masing-masing.

Pada saat reformasi, sistem pendidikan ysamgralistik berubah
menjadi sistem otonomi di segala bidang, baik bydg@emerintahan
maupun bidang pengelolaan pendidikan. Reformabidiing pendidikan
menyebabkan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 T&008 tentang
Sistem Pendidikan Nasional. Siapkah daerah merggbendidikan?
Jawabannya, tentu tergantung pada pemberlakuan PJB9 2tentang
Pemerintah Daerah dan PP 25/2000 sebagai petuajaksanannya. Jika
peraturan itu diberlakukan segera dan simultan, am&ita akan
menyaksikan penyelenggaraan pendidikan yang angka di berbagai
daerah Otonomisasi pendidikan, memang bukan soal sederkarema
kompleksnya permasalahan. Potensi dan kesiapamgaasising daerah,

berbeda-beda.

Daerah bakal menjadi penguasa dalam segala hatetkécuali

untuk bidang pengelolaan pendidikan. PP No. 25n&000 menjelaskan,



pelimpahan kewenangan pengelolaan pendidikan desatpke daerah,
disertai dengan kewenangan untuk memperoleh dandagagunakan
segala potensi yang disediakan. Secara rinci kevgamadan kewajiban
yang harus dilaksanakan pemerintah daerah dalandidiesn diatur

secara proporsional dalam kaitan kewenangan petalerirpusat,
pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/koRembagian
kewenangan ini menyangkut dan mempertimbangkan grdargkup,

kepentingan serta potensi, sarana dan prasarat@assenber daya yang

ada pada tiap level pemerintahan

Selama ini terutama sebelum era desentralisasi rdBotmasi,
pengelolaan pendidikan di banyak sekolah sangattuerbagi pihak luar.
Masyarakat, orang tua murid dan sebagian besar gdak banyak
mengetahui seluk beluk pengelolaan pendidikan diolab, tidak
mengetahui pendapatan dan belanja sekolah, tidddatdan di dalam
mengevaluasi kekuatan dan kelemahan kinerja sekddehsebagainya.

Pengelolaan sekolah yang tidak transparan berdamgggtif bagi
pengembangan sekolah karena masyarakat dan orangndud akan
meragukan apakah sumbangan yang mereka berikan besar-benar
dimanfaatkan bagi  kepentingan  pendidikan atau aktarjadi
penyimpangan yang tidak diharapkan.Di lain pihakpnghan sekolah
yang menerapkan pengelolaan tertutup merasa balivek fain tidak
perlu ikut campur dengan masalah pengelolaan dekikdaena sudah

cukup ditangani oleh Kepala Sekolah dan satu dalagostaf kepercayaan



kepala sekolah. Mereka khawatir “keterbukaan” akangat merepotkan

dan tidak dapat memecahkan masalah yang dihadapake

Pengelolaan pendidikan selama ini lebih bersifiatro-oriented,
diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. B&inya, banyak faktor
yang dirancang pada tingkat makro (pusat) tidgkdeatau tidak berjalan
sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolahpuAtlengan singkat
dapat dikatakan bahwa rumitnya permasalahan pdadidiseringkali

tidak dapat terpikirkan secara menyeluruh dan alaleh birokrasi pusat.

Pengelolaan sekolah yang otonom menawarkan keb#unapada
pihak sekolah dalam pengelolaan sekolah untuk nenggtensi yang
besar dalam menciptakan kepala sekolah, guru, el@géa administrasi
yang profesional. Oleh karena itu, dalam melaksamakengelolaan
sekolah yang otonom perlu seperangkat kewajiban tamutan
pertanggungjawaban (akuntabilitas) yang tinggi Kepamasyarakat.
Dengan demikian, kepala sekolah harus mampu mela@ngengelolaan
sumber daya secara transparan, demokratis, daanbgtingjawab baik
kepada masyarakat dan pemerintah dalam rangka gkatlkan kapasitas
pelayanan kepada siswa.

Memang ironis, tatkala praktek manajemen pendidikalah
menunjukan perubahan yang berarti pada level mamefgrovinsi dan
kabupaten/kota), dimana secara terstruktur, marmjependidikan yang
diterapkan sekarang ini indikasi efisiensi, teta@da level sekolah masih

terjadi kekacauan. Persoalan yang terjadi sekaradgah mengapa



srtukturisasi tersebut hanya terjadi pada instkapendidikan atau pada
level penyelenggara (lembaga yang memberikan layateknis),
sementara pada tingkat sekolah, perubahan manajeshen menunjukan
arti “sebenarnya” seperti yang didambakan setialakpe pendidikan.
Sekolah tetap saja menerapkan pola lama hal iniebdlskan
ketidakpahaman untuk menerapkan pola baru manajeberbasis
kebutuhan sekolah. Perubahan yang terjadi padeamatekolah hanya
sebatas slogan.

Masih perlu waktu yang panjang dan biaya yang besdunk
sekolah bisa melaksanakan manajemen sekolah yaray-benar sesuia
denga yang direncanakan tapi setidaknya denganyadaranajemen
sekolah ini, sekolah diharapkan sedikit besarnga lbnandiri dan tidak
tergantung lagi pada pemerintah pusat. Pada otodaerah, pengelolaan
sekolah menjadi sorotan baik dari pemerintah ataugari masyarakat
sendiri yang merupakan konsumen terbesar dari gikadi.

Pengelolaan sekolah yang transparan sangat diaantideh
masyarakat. Sekolah dituntut untuk terbuka dalarh pengelolaan
sekolahnya oleh sebab itu sekolah memiliki ‘kewamjibbaru’ yaitu
pertangggungjawaban mengenai pengelolaan sekolsdd&emasyarakat
danstakeholder.

Pada kenyataannya, karena sekolah mendidik an&k-gaag
berasal dari masyarakat, maka sekolah harus bgaaggawab juga pada

masyarakat. Seperti yang dijelaskan bahwa akuitesbibukan hanya



terhadap pengelolaan keuangan sekolah saja, tapbexbagai macam
faktor yang perlu dipertanggung jawabkan oleh pikakolah terhadap
masyarakat, yaitu :

a. Kinerja guru

b. Perilaku guru

c. Kesejahteraan guru

d. Pelaksanaan pembelajaran

e. Pelaksanaan rencana sekolah

f. Kekuarangan tenaga pengajar

g. Keadaan fisik gedung

h. Keuangan sekolah

i. Keuangan BP3/komite sekolah.

(Faesol Muslim, dkk: 200)

Otonomi dalam bidang pendidikan menjadikan pengealol
pendidikan mendapat perhatian yang penuh dari masyiamulai dari
perencanaan, pelaksanaan, sampai pada evaluag petnbelajaran. Ini
mendorong sekolah untuk lebih terbuka dan memhbepleduang terhadap
warga sekolah baik itu yang terkait langsung dengekolah ataupun
pihak-pihak yang berkepentingan dengan sekolah.

Adanya kekhawatiran dari pihak sekolah terhadapg@letaan
sekolah yang terbuka lebar dan dapat diakses o&glyansekolah yang
akan menimbulkan masalah. Sebenarnya kekhawageparti itu tidak

perlu, karena pengalaman lapangan menunjukkan babwsakin tinggi



transparansi pengelolaan suatu sekolah, semakgyitipula tingkat
kepercayaan masyarakat dan rasa memiliki sekolakirSitu semakin
banyak sumbangan pemikiran, dana dan fasilitas yaing diperoleh
sekolah dari masyarakat dan pihak terkait lainnya.

Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap wargaggunakan
hak menyampaikan pendapat dalam proses pengankafartusan yang
menyangkut kepentingan umum, baik secara langsuagpum tidak
langsung.

Partisipasi dimaksudkan untuk menjamin setiap k&b yang
diambil dapat mencerminkan aspirasi masyarakatur&al komunikasi
sebagai salah satu wadah atau media yang sangat bagi masyarakat
dalam memudahkan penyampaian pendapatnya, kergpdnealah satu
kendala tersendiri dalam memaksimalkan peran p@a#is masyarakat.
Untuk itu, perlu penyediaan sarana maupun jalurkukasi yang efektif
meliputi pertemuan-pertemuan atau rembug-rembugmunemu wicara,

konsultasi dan penyampaian pendapat baik tertudispon tidak tertulis.

1.2 Identifikasi Masalah
Dalam pengelolaan sekolah yang otonom sangat dkzarlsekali
partisipasi dari warga sekolah yang dalam hal smgat menetukan
keberhasilan suatu sekolah. Bila tidak ditunjarehgartisipasi yang aktif
dari warga sekolah, maka sekolah tersebut tidak dexjalan sesuai

dengan rencana yang telah disusun oleh sekolahg Ydimaksud



partisipasi adalah prinsip bahwa setiap orang nilnfidk untuk terlibat
dalam pengambilan keputusan di setiap kegiatan gbemggaraan
pemerintah. (Buku Pedoman Penguatan Pengamanan rafrog

Pembangunan Daerah, Bappenas & Depdagri 2002: 20)

Partisipasi  dibutuhkan  dalam  memperkuat = demokrasi,
meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan ldlalam mewujudkan

kerangka yang cocok bagi partisipasi, perlu dipgyeingkan beberapa

aspek, yaitu :

a. Partisipasi melalui institusi konstitusional (refedum, voting) dan

jaringancivil society (inisiatif asosiasi)

b. Partisipasi individu dalam proses pengambilan kegart, civil

society sebagaservice provider
c. Lokal kultur pemerintah

d. Faktor-faktor lainnya, transparansi, substansi ggoerbuka dan
konsentrasi pada kompetisi. Partisipasi adalatsipripahwa setiap
orang memiliki hak untuk terlibat dalam pengambiaputusan di

setiap kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam rangka penguatan partisipasi publik, bebeiaglayang

dapat dilakukan oleh sekolah adalah :
a. Mengeluarkan informasi yang dapat diakses olehikubl
b. Menyelenggarakan proses konsultasi untuk menggali d

mengumpulkan masukan-masukan dari stakelsoldenasuk



aktivitas warga sekolah dalam kegiataripub

c. Mendelegasikan otoritas tertentu kepada penggsadaganan
Publik seperti proses perencanaan dan pessegianduan bagi
kegiatan masyarakat dan layanan publik.

Partisipasi masyarakat merupakan bagian yang tpisadkan dari
pengelolaan itu sendiri, sehingga nantinya selumainga sekolah akan
memperoleh hak dan kekuatan yang sama untuk menuatau
mendapatkan bagian yang adil dari manfaat pembamgun

1.3Batasan Masalah

Otonomi daerah telah memberi keleluasaan pada aekahtuk
mengatur dirnya sendiri tanpa ada campr tangan p#arerintah pusat.
Pemerintah hanya mengawasi dan memberi pedomamaaedgang perlu
dijalankan oleh sekolah.Otonomi daerah disatu smemberikan
kemudahan pada sekolah untuk memenej sendiri dik tnembatasi
kreatifitas sekolah untuk berkreasi dan menjadils@ikolah semakin
kreatif tapi disatu sisi sekolah belum bisa memjgdan apa yang dituntut
dari otonomi daerah itu sendiri yaitu transparatau keterbukaan dalam
pengelolaan sekolah kepada masyarakat yang mermpk&asumen
terbesar pendidikan.

Masalah yang dihadapi sekolah dalam menjalani otordalam
pendidikan adalah masalah subsidi dana yang terlide pemerintah
pusat yang biasanya cukup untuk menjalankan adifppembelajaran

setelah adanya otonomi subsidi dana untuk pelaksapambelajaran
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menjadi berkurang sehingga sekolah diharuskanikdeat inovatif untuk
mencari sumber dana sendiri tanpa membebani cuangarid.

Otonomi dalam pendidikan merupakan cara baru untaknbuat
sekolah lebih mandiri tapi hal itu membutuhkan waktang cukup
panjang sehingga sekolah bisa menjalankan manajesakolah yang
benar-benar sesuai dengan harapan pemerintahakseteima bertahun-
tahun sistem pendidikan bersifat sentralisasi,usapdi pemerintah. Jadi
sekolah masih membutuhkan waktu yang lama untuidaptasi dengan
sistem yang baru.

1.4Rumusan Masalah

Kita tidak sependapat ada upaya yang mengekangbisbte
sekolah, akan tetapi segala kegiatan yang dilakukbeh sekolah
semestinya harus dipertanggungjawabkan kepadaateketlama dekade
terakhir, akuntabilitas itu hanya dilakukan sekopatila atasannya, sesuai
dengan alur birokrasi yang berlaku dimana subtéagsoran berkaitan
dengan keunggulan-keunggulan sekolah. Mengapansistaintabilitas
belum merupakan hal sangat prinsip dalam meweuugkadidikan yang
bermutu? Sekolah yang berhubungan erat dengan tkegem masyarakat,
dimana lulusannya dipakai oleh masyarakat. Makaatupkuntabilitas tu
sangat tepat diberikan kepada masyarakat, apakalr@ng tua, atau
pengguna jasa pendidikan lainnya. Tentunya dalamdbyang mengacu

pada konsep baru yang ideal.
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Salah satu aspek yang sangat “urgen” untuk difckusttalam
akuntabilitas manajemen sekolah adalah efisiensiajeenen itu sendiri.
Sesungguhnya efisiensi berkaitan dengan pencapteget, waktu,
penggunaan fasilitas dan sumber daya manusia. Blaeaj yang efisien
sangat dibutuhkan di lembaga pendidikan. Manajese&nlah bergantung
pada kualitas kinerja kepala sekolah, baik bersundaei kemampuan
manajerial maupun kemampuan operasional yang di&emdalam
kepemimpinan kepala sekolah. Demikian penting nesnen yang efisien
dalam rangka merealisasikan seluruh program pé@iiddi sekolah,
sangat beralasan bahwa akuntabilitas diberikangselraformasi tentang
jaminan mutu yang dilaksanakan oleh pihak sekolah.

Dalam pelaksanaan partisipasi, sekolah hendaknyayedekan
sarana yang menunjang pelaksanaan partisipasbtérsgsalnya dengan
mengadakan kegiatan pemberdayaan partisipasi pubhkulai dari
penyelenggaraan diskusi kelompok terfokus yang batdan seluruh
perwakilan stakeholders secara selektif. Dari bgabaliskusi tersebut
dapat diketahui format dan bentuk partisipasi 4eppa yang dikehendaki
oleh warga sekolah tersebut.

Dalam pelaksanaannya akuntabilitas tidak bisa adkpn dari
adanya transparansi yang menyangkut keterbukaak giékolah dalam
pengelolaan sekolahnya yang mana ini akan berdarppdla tingkat

partisipasi yang diberikan oleh wargekolah tersebut. Jadi secara tidak
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langsung transparansi akan sangat berhubungan rdekepua aspek
tersebut.
Dari uraian di atas rumusan masalahnya adalah :
1. Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah di SMderiNé
Lembang ?
2. Bagaimana Partisipasi Warga Sekolah di SMA Negeenhbang ?
3. Bagaimana Pengaruh Pelaksanaan Pengelolaan SeKeldiadap
Partisipasi Warga Sekolah Di SMA Negeri | Lembang ?
1.5Tujuan Penelitian
Agar penelitian ini mempunyai arah yang jelas dalakt ukur
keberhasilannya dapat dijadikan pedoman, maka dadanelitian ini
dirumuskan tujuan sebagai berikut:
a. Tujuan Umum
Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah @iplean dapat
memperoleh gambaran serta informasi yang jelas emand”elaksanaan
Pengelolaan Sekolah Terhadap Partisipasi Wargal&8eko SMA Negeri
| Lembang.
b. Tujuan Khusus
Tujuan Khusus yang akan diacapai dalam penelitisadalah:
a) Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai $aalakn
Pengelolaan Sekolah Di SMA Negeri | Lembang.
b) Untuk mengetahui bagaimana Partisipasi Warga SekdilESMA

Negeri | Lembang
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c) Untuk memperoleh gambaran yang lebih terinci bagaan
Pengaruh Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah Terhadagipasi

Warga Sekolah di SMA Negeri | Lembang.

1.6 Asumsi Dasar
Anggapan Dasar merupakan titik tolak pemikiran ykelgenarannya
dapat diterima oleh peneliti. Pernyataan ini sejatlengan pendapat

Winarno Surakhmad (1998:93) bahwa : “Anggapan dasarupakan

suatu titik tolak pemikiran yang kebenarannya ditaroleh penyelidik”.

Lebih lanjut, Suharsimi Arikunto (1998:59) mengerak&n bahwa :

Anggapan dasar adalah suatu hal yang diyakini kebenya oleh
peneliti yang harus dirumuskan secara jelas yandadawah untuk
memperkuat permasalahan dan membantu penelitimmdalemperjelas
dan menetapkan objek penelitian, wilayah pengambiiata, instrument
pengumpulan data.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka yang memajaggapan
dasar dalam penelitian ini adalah:

a. Usaha pimpinan sekolah untuk memperoleh hasil datamgka
mencapai tujuan program sekolah melalui usaha olang dengan
proses dan prosedur, perangsangan, dan pengoljanjgaengarahan
dan pembinaan pada pelaksanaan dengan pemanfaatariamdan

fasilitas.
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b. Pengelolaan sekolah itu merupakan usaha untuk mpandajuan
pendidikan yang diselenggarakan oleh setiap satp@ndidikan
melibatkan kerjasama sekelompok manusia dalam noeggan
sumber daya manusia itu sendiri maupun non marsgsiara efektif
dan efisien.

c. Warga sekolah merupakan komponen yang sangat memgluk
berjalannya suatu sekolah dan turut menentukan rikabiéan
pendidikan yang diselenggarakan di sekolah yangsabgkutan.
Komponen warga sekolah yaitu kepala sekolah, giswa, pegawai
sekolah, orang tua siswa, komite sekolah dan maksbaidi sekitar
sekolah.

d. Kemampuan warga sekolah baik langsung dan tidagsiang untuk
mengerti dan bersuara atau mempengaruhi prosesampéiign
keputusan (politis)

e. Prinsip partisipasi adalah mendorong setiap wargaggunakan hak
menyampaikan pendapat dalam proses pengambilartulsapuyang
menyangkut kepentingan masyarakat, baik secarasuaggmaupun

tidak langsung.

1.7 Hipotesis Penelitian
Hipotesisi merupakan prediksi mengenai kemungkhresl dari suatu
penelitian (Freankel dan Wallen, 1990:40). Hipatesierupakan jawaban

yang sifatnya sementara terhadap permasalahan wsgkan dalam
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penelitian. Hipotesis belum tentu benar. Benarktiga suatu hipotesis
tergantung hasil pengujian dari data empiris.

Peryataan diterima atau ditolaknya hipotesis tidapat diidentikan
dengan peryataan keberhasilan atau kegagalan fmdierumusan hipotesis
ditujukan untuk landasan logis dan pemberi arataftegproses pengumpulan
data serta proses penyelidikan itu sendiri (JohnB#&st, dalam Sanapiah
Paisal, 1982).

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadapsemmuonasalah
penelitian,oleh karena itu rumusan masalah peaelbdiasanya disusun dalam
bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementaragnigarjawaban yang
diberikan baru didasarkan pada teori yang relebatym didasarkan pada
fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengulapuwlata. Jadi hipotesis
juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritisatleh rumusan masalah
penelitian, belum jawaban empiris.

Dalam penelitian ini, penulis mengemukakan hipstegnelitian sebagai
berikut*Terdapat Pengaruh yang Kuat dan Signifikan Antara Pelaksanaan
Pengelolaan Sekolah Terhadap Partisipasi Warga Selah di SMA Negeri |
Lembang”.

Adapun variabel dari hipotesis diatas dapat digakam sebagai

berikut:

—

Gambar 1.1
Skema Hipotesis Penelitian
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Keterangan:
X = Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah
Y = Partisipasi Warga Sekola

—) = Garis penghubung yang menunjukan adanya pengaruh
Berdasarkan bagan diatas, maka dapat diperoleh agamtbahwa
variabel X merupakan variabel independen yaitu d&snaan Pengelolaan
Sekolah” yang memberikan pengaruh terhadap varigbgang merupakan

variabel dependen yaitu “Partisipasi Warga Sekolah”

1.8 Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara utama yang dipaig@n dalam
setiap kegiatan untuk mencapai tujuan peneliti@arseefektif. Hal ini sejalan
dengan yang dikemukakan Winarno Surakhmad (1998:a48alah sebagai
berikut:
Metode merupakan cara utama yang dipergunakan unmerkcapai
suatu tujuan, misalnya untuk menguji serangkaigotbsa, dengan
mempergunakan teknik serta alat-alat tertentu. Cat@ma itu
dipergunakan setelah penyelidik memperhitungkan akeannya
ditinjau dari tujuan penyelidikan serta dari siiyzenyelidik.
Metode penelitian merupakan rangkaian cara atau iateey
pelaksanaan penelitian yang didasari oleh asurasisisdasar, pandangan
filosofis dan ideology pertanyaan dan isu-isu yalitgadapi. Suatu metode

penelitian memiliki rancangan penelitianregearch design) tertentu.

Rancangan ini menggambarkan prosedur atau langkafkdh yang harus



17

ditempuh, waktu penelitian, sumber data dan kondigi apa data
dikumpulkan, dan dengan cara bagaimana data teérdistmnpun dan diolah.
1) Penelitian Deskriptif

Penelitian deskriptif adalah suatu bentuk peneliyang paling
dasar, ditujukan untuk mendeskripsikan atau menbggwan fenomena-
fenomena yang ada, baik fenomen yang bersifat almmaupun rekayasa
manusia. Penelitian ini mengkaji bentuk, aktivitakarakteristik,
perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaanngandé&nomena
lain.

Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuarenmanipulasi
atau pengubahan pada variabel-variabel bebas,i tetapggambarkan
suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisir@dsadual ataupun
kelompok, dan menggunakan angka-angka.

Mengenai metode deskriptif ini, Mohammad. Nazir 92%3)
mengemukakan bahwa :

Metode deskriptif adalah suatu metode dalam menslatus

sekelompok manusia, suatu objek, suatu set korslisiu sistem

pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada nsakarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untukembuat

deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematisudgkakurat,

mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungdmdhgan antar
fenomena yang diselidiki.

Sesuai dengan pendapat diatas, dalam suatu pameliperlukan

suatu metode sesuai dengan tujuan penelitian deakteristik masalh

yang diteliti. Oleh karena itu, metode yang diguaraklalam penelitian ini
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adalah metode deskriptif dan untuk mendukung seeimpertajam dalam
menganalisis masalah digunakan study kepustakadwp/sibliografis.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalabtooe
deskriptif dengan kuantitatif. Metode penelitiagskriptif yaitu metode
yang digunakan dalam penelitian untuk menganalissipea-peristiwva
yang terjadi pada saat penelitian berlangsung. Bemageyang dimaksud
dengan pendekatan kuantitatif adalah pendekatag gaunakan dalam
penelitian dengan cara mengukur indikator-indikatariabel penelitian
sehingga diperoleh gambaran diantara variabeldvalriarsebut.

2) Study Kepustakaan

Study kepustakaan merupakan langkah yang sanganbgeialam
penelitian. Pada waktu mengidentifikasi masalahpediukan study
kepustakaan berkenaan dengan hasil-hasil peneligadahulu serta
dokumen-dokumen berkenaan dengan data atau infortesdang
pendidikan. Dalam merumuskan masalah atau memetakaiabel-
variabel atau aspek-aspek yang berhubungan deongas masalah study
kepustakaan sangat diperlukan. Hubungan antarabedvariabel dalam
perumusan masalah merupakan hubungan variabelastmaitis, oleh
karena itu sangat diperlukan dukungan dari sigi.teémtuk mencari dan
memilih teori yang cocok, yang bisa memperkuat reenumasalah harus

dicari dari study kepustakaan.
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1.9Lokasi dan Sampel Penelitian

Penentuan populasi penelitian merupakan hal yangasgenting
sebelum menentukan sampel karena kejelasan peahasapenelitian
yang dirumuskan sangat berhubungan dengan penetaparan populasi
tersebut.

Sesuai dengan hal tersebut, dalam penelitian peldupenentuan
populasi. Populasi dapat memberikan informasi aaia yang berguna
bagi suatu penelitian. Tanpa populasi penelitim@kti mungkin dapat
dilaksanakan. Menurut Freankel dan Wallen (1990y&8)g dikutip oleh
Yatim Riyanto bahwa : “populasi adalah kelompokg/amenarik peneliti,
dimana kelompok tersebut oleh peneliti dijadikabagmi objek untuk
menggeneralisasikan hasil penelitian”.

Kaitannya dengan penelitan yang akan dilaksanakan,
permasalahan pokok yang menjadi sorotan penelgiahd“Pengaruh
Pelaksanaan Pengelolaan Sekolah Terhadap Paitigfaaga Sekolah di
SMA Negeri | Lembang”. Sesual dengan permasalahan pbknis
instrumen yang dipergunakan, maka sebagai popdddasm penelitian ini
adalah warga sekolah yang didalamnya mencakup gyunu-siswa, orang
tua siswa, komite sekolah, masyarakat sekitar abkdan stakeholder.
Jumlah guru keseluruhan yang ada di SMA | Lembatadah 72 orang .
Melihat keberhasilan SMA Negeri | Lembang dalam rbangun
hubungan yang baik dengan warga sekolahnya, m&kailgang dipilih

oleh peneliti untuk penelitian ini adalah SMA Neaddrembang.



